Menimbang :

Mengingat

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 107 TAHUN 2013
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2011 telah diatur
mengenai Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;

bahwa sesuai ketentuan Pasal | Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
mengatur mengenai kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah,
pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas sehingga
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam nuruf a, periu
dilakukan penyempurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar Negeri;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai |bukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia
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Undang-Undang Nomor| 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-x.%nd@ngan;

Peraturan Pemerintah I\}ompr 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Prptokoler dan Keuanganm Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat [Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
d ngan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

Peraturan ‘Pemerintah meor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Pg;aturan Pemerintah Nolmor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

oman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir denggn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011; .

Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di
Li gkungan Kementeriarj Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan
Pimpinan Serta Anggota ewan Pelwakllan Rakyat Daerah;
!
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar
Biaya Tahun Anggaran| 2013 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013; *

Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pgdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

) hun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Noqnor 16 Tahun 2013;

Peraturan Daerah Nomlr 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di
Propinsi Daerah Khusus I?ukota Jakarta;

Peraturan Daerah ' Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan D erah;

Peraturan Daerah Nomor|10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
DTerah

Peraturan Gubernur NO"T]OI' 44 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
H bungan Sister City;

P%raturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pegawai Tidak
Tetap;

Peraturan Gubernur N or 37 Tahun 2211 tentang Tata Cara
Pg aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

quaturan Gubernur Nomri)r 69 Tahun 2011 ‘entang Standar Biaya;

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN
LUAR NEG ERI.
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BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

epublik indonesia yang| memegang kekuasaan pemerintahan negara
.epublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
asar Negara Republik lqdoriesia Tahun 1945.

’emerintah Pusat yang Ialanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

aerah adalah Provinsi #Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

‘emerintahan Daerah :%dalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
leh Pemerintah Daerah dan Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah
nenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
eluas-luasnya dalam sjstem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
;dones:ia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar
legara Republik IndoneFi.a Tahun 1945.

emeriniah Daerah ad |\aa\h‘Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
L[lfnsur penyelenggara P?m-erintahan Daerah.

akarta. '

jEubernur adalah Kepa}a Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

alah Dewan Perwakilan' Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus

)ewan Perwakilan Rakji/a.t Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
Ibukota Jakarta.

:.erangl;(aft Daerah adalaih Rerangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. ! |

Sekretaris Daerah adal#h Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. ;

‘ekretari_at DPRD ad ‘Iah‘. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
;aerah Provinsi Daerah|Khusus Ibukota Jakarta.

adan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah
rovinsi Daerah Khusus|lbukota Jakarta.

adan Pendidikan da | Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan
elatihan Provinsi Daergh Khusus Ibukota Jakarta.

|
iro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri adalah Biro Kepala

Daerah dan Kerj.als.rslmrtl Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi
laerah Khusus lbukota Tlak'arta.

ental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

iro Pendidikan dan gental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan
: ta
akarta. |

|
i
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atuan Kerja Peran.gkét Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
dalah Satuan Kerja f’erangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. a

erserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional

lainnya ‘yang eksiste‘ sinya diakui oleh Pemerintah Republik

adan Organisasi Inten%:sional adalah organisasi di bawah naungan
ndonesia.

embaga Non Pemerint h adalah Lembaga/Perusahaan swasta yang
rdomisili di dalam negreri maupun di luar negeri.

im Penyaring adalah Tim iPenyaring bagi Pejabat dan/atau Pegawai
remerintah Provinsi Dagrah Khusus Ibukota Jakarta yang dicalonkan
ntuk bertugas ke Luar Negeri.

ejabat adalah Pegawai Pemerintah Daerah atau Pegawai
emerintah Pusat yang menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan
ungsional pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

rovinsi Daerah Khususilbukota Jakarta.

-$egawa,i adalah Pegajbai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
: |
|

jukan Pegawai adalah‘ rang selain Pejabat atau Pegawai, Pimpinan
n Anggota DPRD, P%faa%vai Tidak Tetap Pemerintah Daerah yang

nendapat penugasan dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang
ntuk melakukan perjalanan dinas.

egawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai

ang diangkat berdasarkam Keputusan Gubernur untuk jangka waktu

tertentu' guna melaksarr'ak:;an tugas yang bersifat khusus (tertentu)
esuai dengan kebutuhgn.

erjalanan Dinas adalal“' perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat atau
'egawai, Pimpinan daq Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai
alam rangka m_elalftsamakan tugas kedinasan berdasarkan
enugasan dari Pemerintah'Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

erjalanan Dinas Dala | dan Luar Negeri adalah perjalanan dinas
ang dilaksanakan oleh Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota
PRD, PTT dan Bukan Pegawai di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

'erjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang
ilaksanakan oleh Pejgbat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota
DPRD, PTT dan Bukan Pegawai di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

ﬁ‘lapat Kerja adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
?usat dan/atau Pemeri}']tah Daerah lain dalam rangka membahas
esuatu masalah atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.
If;unjungan Persahabatan adalah kunjungan yang dilaksanakan dalam
rangka persahabatan atau kerja sama antar Negara, antar Daerah
an/atau antar Kota, g$ma memenuhi undangan untuk berkunjung

an/atau dengan mengirim misi olahraga/kesenian/pariwisata dan
ebudayaan. |
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ugas Belajar adalah penugasan kepada Pejabat atau Pegawai, untuk
engikuti suatu pendidikan tertentu baik di dalam maupun di luar
egeri, guna memperojeh iimu pengetahuan yang diperlukan oleh
emerintah Daerah.

§tudi Banding adalah Iua;}u kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat,
egawai dan/atau Bukan Pegawai berupa kunjungan untuk melihat
jan membandingkan cara: pelaksanaan pekerjaan atau pemecahan
asalah tertentu yang asiinya akan menjadi masukan dalam rangka
’eningl@a_tan/penyernpurvaa'h pelaksanaan berbagai program kegiatan.

endalanian Bidang [Teknis adalah kegiatan pertemuan yang
-iselenggarakan dalam rangka pendalaman sesuatu bidang ilmu
iengetahuan atau menambpah wawasan, melalui seminar/lokakarya/
onferensi/pertemuan profesi dan sejenisnya.

i &

elatihan adalah suatu| kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat atau
’egawai, PTT dan/atau Bukan Pegawai berupa pendalaman
geterampilan  untuk eningkatkan kemampuan, wawasan dan

eahlian dalam rangka menunjang penyelesaian tugas kedinasan
¥_ang dilaksanakan dalej’m waktu tertentu.

Jang Harian Perjalana}n Dinas Dalam Negeri adalah uang yang
ibayarkan kepada Pejabat, Pegawai, PTT dan/atau Bukan Pegawai
ntuk mendukung pelaksanaan perjalanan dinas yang mencakup uang
$|akan, uang saku d{n transportasi lokal, besarnya disesuaikan

lengan-ketentuan biaya|perjalanan dinas.

llJ_ang Harian Per’jalan.‘fm Dinas Luar Negeri adalah uang yang
ibayarkan kepada Pejabat, Pegawai, PTT dan/atau Bukan Pegawai
intuk mendukung pelaksanaan perjalanan dinas yang mencakup
iaya akomodasi, uang makan, uang saku dan transportasi lokal,
Elesarnya disesuaikan dengan ketentuan biaya perjalanan dinas.

| !

l!,.-umpsum adalah uang|yang dibayarkan kepada Pejabat, Pegawai,
TT dan/atau Bukan| Pegawai untuk mendukung pelaksanaan

rjalanan yang besa{’nya disesuaikan dengan ketentuan biaya
rjalanan dinas. !

urat Tugas Perjalangn Dinas adalah surat penugasan kepada
ejabat atau Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai untuk melaksanakan
tigas yang ditandatangani oleh Gubernur dan/atau atas nama
subernur sedangkan | untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
itandatangani oleh' Ketua DPRD.

urat Perintah Perja]aﬁan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD
dalah Surat Perintah kepada Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan

nggota DPRD, PTT |dam Bukan Pegawai untuk melaksanakan
erjalanan dinas. :




BAB I
JENIS, MAKSUD [}!AM TUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas terdiri atas :.

a. Pefjalanan Dinas Dalam_N: geri; dan
p. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 3

Pi‘rjalanan- Dinas Dalam T\Iegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
hyruf a dilakukan dalam rangka :

a.| kunjungan persahabatan;

b.| pendalaman bidang teknis; atau

c.| melaksanakan tugas khusus.

Perjalanan dinas dalam n; geri dalam rangka pendalaman bidang teknis
sg@bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a.| mengikuti rapat kerja, seminar, lokakarya, konferensi, pertemuan

profesi dan sejenisnyzfx baik regional maupun nasional,

b.| studi banding untuF< mendapatkan masukan dalam rangka
peningkatan pelaks.aqaan program kerja;

c.| kursus singkat/pelatihan;:dan

d.| pendidikan, baik pen lidikan gelar maupun non gelar.

Pe%,rjalanan dinas dalai rangka melaksanakan tugas khusus
sgbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, terdivi dari :

a.] kunjungan dalam ral%ugka kerja sama antar kota dan/atau antar
daerah; :

b.| kunjungan dalam ranéka;pengurusan pengadaan/pembelian barang
dan jasa; dan

c.| untuk memperoleh hal tertentu, ikut serta dalam Tim dan studi-studi
perencanaan di dalam negeri.

Pasal 4

Perialanan Dinas Luar N geri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
hdruf b dilakukan dalam rangka :

a.| kunjungan persahabaian;

‘'b.| pendalaman bidang teknis, yang bertujuan meningkatkan

pengetahuan dan wawgsan yang menunjang atau bermanfaat

dalanj penyelenggar{antugas pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kehidupa | masyarakat; dan

- €., melaksanakan tugas khusus.



(2) P%r)‘jalanqn dinas luar ne eri dalam rangka pendalaman bidang teknis
s?_ agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a.| mengikuti seminar, Id)kakarya, konferensi, pertemuan profesi dan
sejenisnya yang disele@ggarakan oleh Mitra Kota/Daerah dan
Organisasi/Lembaga |nternasicnal;

b.| studi banding untgk memperoleh masukan dalam rangka
peningkatan pelaksanaan tugas kedinasan;

c.| kursus singkat/pelatihan;:dan

d.| pendidikan, baik pendidikan gelar maupun non gelar.

(3) Perjalanan dinas luar ne f ri dalam rangka melaksanakan tugas khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :

o]

kunjungan kerja samg antar kota dan negara-negara sahabat;

a.

b.| pengurusan bartuan daridan ke luar negeri;

c.| pengurusan pengadaanfpembelian atau penjualan barang dan jasa
 di luar negeri;

d.| ikut serta dalam tim d#irsl studi-studi perencanaan di luar negeri; dan

e.

melaksanakan tugas §ebagai Kafilah Haji.

| . Pasal 5

(1) Perjalanan dinas sebag’a‘mana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
dilakukan dengan persyaratan :

a.| perjalanan dinaslke%iatan sangat diperlukan bagi kepentingan

negara/daerah; dan

b.| penggunaan biaya se{caara hemat, efisien dan efektif sesuai dengan

kebutuhan. 5

(2) Perjalanan dinas dalan'i dan luar negeri. yang dilakukan secara

bongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan
rombongan atau sesuai dokumen pendukung.

(3) Jangka wakiu pelaksana?n perjalanan dinas luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk hal-hal
yang sangat penting darﬁl}ata\;u tidak memungkinkan untuk ditinggalkan
di?uktikan dengan dokumen pendukung.
|  Pasal 6
|

PerjalJTnan dinas sebagaimané dimaksud daiam Pasal 2 mempunyai tujuan :

a. m}gningkatkan pemaha :ran, wawasan dan pengalaman mengenai
be[rbagai. hal di bidang kedipasan pelaksana/peserta perjalanan dinas; dan

b. meningkatkan persahabatan dan kerja sama antara Daerah dengan
Kota, Daerah dan/atau ngana sahabat.

BAB i
| HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

(1) P "abat,‘ Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan
P rgawai yang melaksanakam perjalanan dinas diwajibkan untuk :

f
I
i



(2)

3)

4)

(5)

(1)

(2)

a.; melaksanakan tugas $esuai dengan tujuan perjalanan;

b.| menghormati tata krafna,1 sopan santun dan adat istiadat/kebiasaan
yang berlaku di Daerajth%egara yang dikunjungi; dan

c.| melaksanakan lapor! diri kepada Kantor Perwakilan Republik

Indonesia (bagi perjalkmain dinas luar negeri).

Pejabat, Pegawai, Pimpjnan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan

)gawai yang melaks_anqkaﬂ perjalanan dinas luar negeri sudah harus
kembali di tanah air setelah berakhir masa tugas yang tercantum dalam
surat tugas. ’

Pejabat, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai yang melakukan perjalanan
dinas wajib membuat -!r:}pofran tertulis mengenai hasil pelaksanaan
tugas/perjalanan dinas dan menyampaikan kepada Gubernur melalui

ekretaris Daerah dengap tembusan Kementerian terkait, Kepala Biro
K l ala Daerah dan Kerj{sama Luar Negeri dan instansi terkait paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja|setelah selesai melaksanakan tugas.

dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bilamana diperlukan harus
memaparkan hasil perjalanan dinas di hadapan Gubernur dan/atau

Pejabat, Pegawai, PTT din Bukan Pegawai yang melakukan perjalanan
pejabat lainnya.

PT!-.j;abat yang ditugaskan juntuk mewakili pejabat yang diundang dalam

rapgka menghadiri acara/kegiatan di dalam dan/atau luar negeri, maka

bi

zya yang diperolehnya:sesuai dengan jabatan yang melaksanakan
tu ‘

as.

Pasal 8

Pejabat dan/atau Pegawaj yang mengikuti tugas belajar jangka panjang
bgik pendidikan gelar maupun non gelar di luar negeri, diwajibkan
menyampaikan laporan kemajuan pendidikan setiap semester kepada
Gllbbernur atau pejabat yang ditunjuk.

|

Pejabat dan/atau Pegaw i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waijib
membuat laporan lengkap hasil pendidikannya kepada Sekretariat
Negara c.q. Kepala Birp Kerjasama Teknik Luar Negeri, Kepala
Perwakilan Republik Indongsia setempat (bagi pendidikan di luar
negeri) dan Gubernur melajui Sekretaris Daerah dengan tembusan
disampaikan kepada Badan IKepegawaian Daerah, Badan Pendidikan
dan Pelatihan dan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
pa\'ljng lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai masa pendidikan.

Pasal 9

(1) Perjalanan dinas yang dilakukan di luar Provinsi Banten dan Provinsi
J

awa Barat dapat mengg inakan transportasi udara.

Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada

(2) Transportasi perjalanan jéna_s bagi Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan

ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pejabat Eselon. I, 11, IV, V, Anggota DPRD, Non Eselon, PTT dan
Bukan Pegawai menggunakan Kelas Ekonomi.

i i

a.i Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD dapat
| mgnggunakan Kelas Eksekutif;

b. i Pejabat Eselon | dapat menggunakan Kelas Bisnis; dan

C. |



(3)

(1)

(2)

(1) P

a ;

Untuk transportasi perjalanan dinas ke Provirisi Banten dan Jawa Barat
d pat menggunakan Kerqta Api/Bus/Minibus dengan ketentuan sebagai
bernkut

i

a., Gubernur, Wakil Gubgrnur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat
Eselon | dan Il dapat menggunakan Kelas Eksekutif; dan
b. V/, Non Eselon, PTT dan Bukan Pegawai

Pejabat Eselon lil, IV,
I menggunakan Kelas Bisnis.

Pasal 10

P'rjalanan dinas agar diupayakan menggunakan perusahaan
p;ner‘ban_gan nasional sepanjang pada jalur perjalanan tersebut
tefdapat penerbangan nasional.

Pasal 11
Apabila lokasi tempat tuliuan perjalanan dinas berada di luar lbukota
Provinsi yang lokasinya terpencil dan tidak tersedia angkutan umum,
d pat menyewa kendaraan setempat.

Pasal 12
D“Iam hal penyewaan Kendaraan bagi Pejabat, Pegawai, PTT dan

Bukan Pegawai yang elir‘flkukan perjalanan dinas dalam negeri,
m nyesuamkaw dengan pqosedur dan ketentuan peraturan perundang-

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pj.rjalanan dinas dapat dlpakukan apabila tersedia dana/anggaran yang

kup

Symber dana untuk pem E iayaan perjalanan dinas dapat diperoleh dari
Anggaran Pendapatan |dan Belanja Negara (APBN), Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau dari sumber lain
yang sah dan tidak mengikat.

{ : Pasal 14
i

Pigawai yang ditugaskan unfuk melakukan perjalanan dinas, diberikan
i

%jabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan
biaya perjalanan dinas yang terdiri atas :

a.; Perjalanan dinas dalam negeri :

1. biaya transportasi/perjalanan pulang-pergi;
2. airport tax;

3. uang harian yang
[ transportasi lokal;
4. biaya penginapan,

mencakup biaya uang makan, uang saku dan
dam
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b| Perjalanan dinas luarinegeri :

1. biaya transportasj/perjalanan pulang-pergi;

2. Vvisa, airport tax, a‘su-nansi perjalanan; dan

3. uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan,

uang saku dan transportasi lokal.

c.| Biaya transportasi dari tempat asal ke daerah/kota tujuan dan
kembali ke tempat asal, visa, airport tax dan asuransi perjalanan
dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

d| Biaya transportasi u*"ntu'k tujuan Kabupaten/Kota wilayah Provinsi
Jawa Barat dan Prpvinsi Banten dihitung secara rata/flat dan

dibayarkan secara lumpsum, yang besarannya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; ‘

e, Biaya penginapan pefjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai
biaya riil, sedangkan pang harian dibayarkan secar lumpsum; dan

f.| Uang Harian Perjale%nan Dinas Luar Negeri dibayarkan secara
Iumpsum.

(2) Apabila tidak menggunakan fasilitas penginapan/hotel, biaya
bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dapat diberikan
esar 30% (tiga puluh|persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan
sesuai dengan ketentuanp yang berlaku dan dibuktikan dengan surat
pérnyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l Peraturan
abernur ini. ‘ ‘

|
’} Pasal 15
|

mponen biaya perjalanan dinas, maka yang bersangkutan tidak

Apabila pihak pengunda :g/pgenyelenggara sudah menanggung seluruh
ahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

erah (APBD). =
e
‘ . Pasal 16

menyertai -perjalanan dings dapat diberikan biaya transportasi pulang

Is"i/suami Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD apabila
pergi, visa, airport tax dan asuransi.

Pasal 17

diperikan dalam bentuk; mata uang rupiah dan dapat dibayarkan
sgbelum perjalanan dinas|dilaksanakan.
! !

(2) A'rabila perjalanan dinas bersifat mendesak dan harus segera
dilaksanakan, sementara biaya perjalanan belum dapat dibayarkan,
maka biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dz?pat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

|

(1) BFya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

Pasal 18

Paket yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri yang

(1) Biaya perjalanan dinas bjgi petugas/kafilah haji diberikan dalam bentuk
terdiri dari : ‘



(2)

®

(1)

(2)

(3)

1

a. Biaya F”eenyelenggaraaI Ibadah Haji (BPIH) sesuai tarif yang berlaku;

b.| honorarium/uang saky, sesuai kemampuan keuangan daerah;

c.| biaya obat-obatan, pakaian seragam dan perlengkapan sesuai
dengan kebutuhan;

d.| biaya penataran petugas; dan

e.| biaya aperasional se!zpmai berada di Saudi Arabia.

Pengurusan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
olgh Biro Pendidikan dan |Mental Spiritual dengan memperhatikan
ketentuan peraturan pgrundang-undangan di bidang pengelolaan
kguangan daerah.
v |

Pembiayaan Pejabat, Pegawai dan/atau Bukan Pegawai yang
di}lgaskan dalam rangkaian Penyelenggaraan Ibadah Haji, dibebankan
pada Biro Pendidikan dan| Nlental Spiritual.

BAB V
PROSE{DUiR PERJALANAN DINAS
" Pasal 19

Perjalanan dinas dapat }jilajksanakan setelah mendapat persetujuan
tertulis dari :

Gubernur untuk Pejabat eselon |, eselon Il dan Pimpinan BUMD;

a
b.| Sekretaris Daerah untuk Pejabat eselon Il ke bawah, Pegawai, PTT
dan Bukan Pegawai. '

Uﬁuuk mendapat persetuju:?n tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
K$pala SKPD/UKPD atat Rimpinan BUMD mengajukan permohonan
secara tertulis kepada GuJernur/Sekretaris Daerah, dengan melampirkan :

a.| nama, NIP/NRK, gzlongan dan jabatan bagi Pegawai yang
ditugaskan atau namg dan pekerjaan bagi Bukan Pegawai;

b.| tujuan dan tempat pelpksfa\naan kegiatan;

c.| jadwal pelaksanaan kegiatan;

d.| manfaat;

e.| undangan atau surat kesediaan menerima delegasi;

f. | Keramgka Acuan Kegiatan (KAK); dan

g.! sumber pembiayaan. ' '

P'_grmohonan secara tert\gs yang diajukan kepada Gubernur dan/atau
Segkretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

ketentuan : |

a.| 14 (empat belas) har, kerja sebelum tanggal keberangkatan untuk
perjalapan dinas dalam negeri; dan

b.| 30 (tiga puluh) hari e;ia sebelum tanggal keberangkatan untuk
perjalanan dinas luar Tneg’eri.

Pasal 20
Setiap perjalanan dina} harus disertai dengan Surat Perjalanan
/

Dipas/Surat Keterangan urat Tugas dari Pejabat yang berwenang
dgngan ketentuan sebagal berikut :

|



(1)

()

3)

(4)
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a.| Surat Perjalanan Dinas/Surat Keterangan Jalan untuk Gubernur/

Wakil Gubernur ditandatgangani oleh Sekretaris Daerah;

b.| SuratTugas untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur;

c.| Surat Tugas untuk Deputi Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah atas nama Giber}nur;

d.| Surat Tugas untuk Pgjabat Eselon Il ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah; dan ; 4

e.| Surat Tugas untuk Pe*abqt Eselon lll, Eselon 1V, Eselon V, Pegawai,
PTT dan Bukan Pegayvai 'ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan

Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah.

Pasal 21

i

Pejabat, Pegawali, PTT! dan Bukan Pegawai di lingkungan Kota

inistrasi  dan Kabu'a. n Administrasi yang akan melakukan
(jalanan dinas, usulan permohonannya diatur sebagai berikut :

a.| usulan permohonan {pagjalanan dinas di lingkungan Sekretariat
Kota/Kabupaten Admjinistrasi ditandatangani oleh Walikota atau
~ Bupati; atau .

b.| usulan permohonan perjalanan dinas di lingkungan Suku Dinas,
Unit Kerja Pelayanan Daerah ‘dan Kantor ditandatangani oleh
Kepala Dinas dan K%;)ada Badan yang tembusannya disampaikan
kepada Walikota atau{Bupati yang bersangkutan.

Pasal 22

Setiap Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD yang
me&lakukan perjalanan dinas lluar negeri wajib menggunakan dokumen
perjalanan dinas yang miputi :

a.| suratizin pemerintah;

b.| paspor dinas;

c.| exit permit; dan :

d.| visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i ; Pasal 23
Pejabat dan Pegawai dalam rangka pendidikan/tugas belajar di dalam
dan luar negeri, diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

‘ Pasal 24

|
P]jabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan
Pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat
persetujuan dan/atau §urat tugas dari pimpinan yang diberi
kelwenangan untuk menarjdatangani surat tugas.

Berdasarkan persetujua‘ atau surat tugas pimpinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD selanjutnya menerbitkan

SFﬁPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
Pe[raturan Gubernur ini.

SKPPD untuk Kepala $KPD/UKPD ditandatangani oleh Kepala

SKPD/UKPD.

SKHPD untuk .Gubernur, ! a}}dl Gubernur, Sekretaris Daerah, Deputi
Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Asisten Deputi Gubernur
di ndatangani oleh Kepqla Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar
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(5) SRPD untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Asisten Deputi Gubernur
yang disertai Pejabat, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai ditandatangani
oleh Kepala SKPD/UKPD [pemohon perjalanan dinas.

Pasal 25

geri yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait dan ditetapkan

(1) Gybernur dapat membe:tuk Tim Penyaring Perjalanan Dinas Luar
ingan Keputusan Guber{wur.

(2) TTI Penyaring sebagaimari’pa dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
d

menerima berkas permohonan perjalanan dinas ke luar negeri yang
telah didisposisi oleh Guhernur dan/atau Sekretaris Daerah;

b.| mendgadakan penelifiani mengenai urgensi perjalanan dinas,
kelengkapan persyar taznjnya, sumber anggaran serta menyiapkan
konsep nota dinas t tapg saran pertimbangan kepada Gubernur
dan/atau Sekretaris Daerah; dan

c.| menyampaikan . hasijl ielaahan kepada Gubernur dan/atau
Sekretaris Daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Pasal 26

rjialanan dinas dalam jan luar negeri untuk Pimpinan dan Anggota
DERD diatur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
pgrundang-undangan.

(2) Pimpinan dan Anggota DI RD dapat diberikan fasilitas transportasi dan
penginapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| . Pasal 27
(1) S rat Tugas Perjalanan [pi as untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh
salah searang Pimpinan QP D. '
(2) Syrat Tugas Perjalanan 1 inas untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD
- ditandatangani oleh Ketug DPRD.

kretariat DPRD bertulasI memproses dokumen perjalanan -dinas
untuk Pimpinan dan Anpga‘ta DPRD, baik perjalanan dinas dalam
njgeri maupun luar neger;.

©)

| Pasal 28

Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Sekretariat DPRD, apabila
ditugaskan dan/atau appbila menyertai/mengikuti perjalanan dinas
Pimpinan dan/atau Anggpta: DPRD, maka prosedur perjalanan dinas
mengacu: pada ketentuaFu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
sampai dengan Pasal 22.

Pasal 29
Pi_jalanan dinas yang dilak§anakan oleh Pimpinan dan/atau Anggota
DPRD atas prakarsa SKPD, maka biaya perjalanan dinas dibebankan
palda anggaran perjalanan dinas SKPD yang bersangkutan.
Pasal 30

‘P?@;jalanan dinas yang Filagkukan oleh Pejabat dan Pegawai atas:
prakarsa DPR[_), maka ! biaya perjalanan dinas dibebankan pada
a lggar:an belanja perjalanan dinas DPRD.
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pejabat atau Pegawai yang akan melakukan perjalanan di dalam dan
ke luar negeri dalam rangka cuti, berobat dan lain-lain, izin
perjalanannya dari atasan langsungnya.

Pasal 32

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku pula bagi
Pejabat, Pegawai instansi lain atau Bukan Pegawai yang ditugaskan
oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 120 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar
Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Tid.
WIRIYATMOKO

NIP 195803121986101001
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 72041

>z 'esuai dengan aslinya

AtV SEKRETARIAT DAERAH
AR KERUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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Lampiran | . Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 107 TAHUN 2013
Tanggal 16 September 2013

JAYA, RAYA
£ o
¢ 1 S

—

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Nomor

. |Pejabat berwenang yang memberi perintah

Nama/NIP Pegawai ditugaskan

a. Pangkat dan golongan ruang gaji menurut a.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997

b. Jabatan/Instansi b.
c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas

2

Maksud Perjalanan Dinas

&

Alat transportasi yang dipergunakan

Tempat berangkat
Tempat tujuan

a
b
[@. Lamanya perjalanan dinas
b
e

Tanggal berangkat
Tanggal harus kembali

o T plow

Pengikut : Nama Pangkat/Golongan

Jabatan

1.

2.
B
4

Pembebanan anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran

10.

Keterangan lain-lain :

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

...............................................

...............................................




&
l. Berangkat dari :
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke
Kepala .....cccoovvvviriiiniecnninnnnns
P )
Il. Tibadi Berangkat dari :
Pada tanggal (tempat kedudukan)
T | —— e Pada tanggal
Ke
Kepala ...ccoooeevivieniiiinciiiiniinins
L renemmamamensenoe sl OSSR O AR S TR Coiarirssis s B R SRR )
lll. Tiba di Berangkat dari :
Pada tanggal (tempat kedudukan)
KOPAIA oiienmmnusiapmnisnes Pada tanggal
' Ke
Kepala ....coooveveeriiiiiiiieccenn
(ceeeeeenrreneeerenrerree e e e s e r e e e s e e e T S e oY )
IV.Tiba di Berangkat dari :
Pada tanggal (tempat kedudukan)
%) 0 7 | (SR, Pada tanggal
Ke
Kepala ...ccoooeeiieiieiiiiinccen,
B o it e e e e N S S e iR R AU )
V. Tiba di Berangkat dari :
Pada tanggal (tempat kedudukan)
Kepala .....cccccoviiiiriiiecienns Pada tanggal
Ke
Kepalal ..uvsmisminanssoni
Cosinssimimnssssmmonsiorsimesssassarsisnesss SRS TAS T )

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.
JOKO WIDODO



Q.

Lampiran Il : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 107 TAHUN 2013
Tanggal 16 September 2013

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Jabatan
Tempat Tugas

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Surat Tugas/SPPD Nomor .................
Tanggal ................., saya tidak menggunakan fasilitas penginapan/hotel.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia
diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, .........cocoieiiiinnnn,

Yang membuat pernyataan,

Bermeterai
R P e )
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.

JOKO WIDODO



